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LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara dengan kepala pemerhati Lantebung
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Lampiran 2. Dokumentasi hasil penanaman bibit mangrove
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Lampiran 3. Dokumentasi pondok informasi hutan mangrove Lantebung
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Lampiran 5. Dokumentasi pemandangan ekowisata hutan mangrove lantebung
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Lampiran 6. Dokumentasi tempat parkir perahu nelayan

Lampiran 7. Dokumen Kebijakan Pemerintah Kota Makassar
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Lampiran 8. Kebijakan terkait pengelolaan hutan mangrove

SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM MANGROVE

Menimbang

Mengingat

BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

. bahwa dalam rangka mengatasi kondisi ekosistem di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mengalami
degradasi akibat dari konversi lahan dan pengrusakan, perlu
menetapkan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan
dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta
ekonomi dari ekosistem mangrove;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197, Pasal 249, dan

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Daerah
perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem
Mangrove Berkelanjutan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
z;::bnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1)

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang. . .
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BHagian Kesatu

Umum

Pasal B

l-"cngclnlaa:l dan Pengembangan Ekoasistem  Mangrove
dilakukan secara terpadu dan komprehensif, melahai:

a. pelindungan;
b. pelestaran; dan
c. pemanfaatan.
Pengelolaan dan pengembangsn sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada:
a. konsep pelestarian;
b. pola dan cara pengelolaan yang tepat;
c. kajan analisizs manfaat; dan
d. hasil monitoring dan evaluasi.
Penpelolaan  Ekosistern  Mangrove Berkelanjutan dan
Pengembangan  Ekosistem  Mangrove  Berkelanjutan
dilakukan melalui sinergisitas antara Pemerintah Daerah,
inatansi vertikal terkait, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daersh, badan usaha milik swasta, dan
masyarakat.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 7

Pelindungan Ekosistern Mangrove sehagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disclenggarakan dengan

tujuan untule

a. melindungi flera dan fauna pada Ekosistem Mangrove
dar kepunahamn;

b. melindung pantai dan abrasi, intrusi, gempuran ombak,
dan bencana pesisir lninmya;

c. mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan

iklim;

mencegah kerusakan hutan Mangrove;

mempertahankan keberadaan Mangrove; dan

membatasi pemanfaatan Ekosistern Mangrove untuk

tujuan usaha.

Pelindungan dilabukan untuek mencegah kerusakan

Ekosistem Mangrove yang dischablkan aktivitas badan usaha

atau perorangan, kebakaran, faktor alam, temak serta

hama, dan penyakit lninnya.

d.
.
f

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan pelindungan sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) yang disebabkan aktivitas badan usaha
atau perorangen, Pemerintah Daerah serta masyarakat:

b.

melakukan sosialisasi dan penyuluhan:

melakukan inventansasi permasalshan  espek bofisik,
goszial, ekonomi, dan budava;

meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pelindungan Eknsistem Mangrove;

melakukan kerja sama dengan pemegang halk atau iz

¢. meninghkatkan .. .
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e. meninghkatkan efektivitas koordinas: kegiatan pelindungan
Elnsistern Mangrove;

f. memfasilitasi terbentuknya kelembagasn masyarakat
kelompok pelestari Mangrove; dan

g. meningkatlkean efektivitas pelaporan terjadinys gengguan
Eknsistern Mangrove.

Pasal 9

Untuk mencapai tujusn perlindungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayvat {2) vang disebabkan kebakaran, faktor alam,
ternak, dan hama serta penyalat lainnve, Pemerintah Dacrah
serta masyarakat melalukan:

pencegahan dan pengendalian kebakaran;

pelarangan penggembalaan ternak secara liarg

pencegahan hama dan penvaldt tumbuhan;

pemantsusn  biogeofisik  linglungen  wyang  berpotensi
merimbulkan bencana alam;

pemetaan lokasi rawan bencana alam; dan

pembuatan bangunan sipil teknis pantai.

pRoEp

Mo

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan
pelindungan  Ekosistern Mangrove diatur dalam  Peraturan
Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelestarian

Pazal 11

Pelestarian Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1} huruf b meliputi kegiatan:

a. Rehabilitas:;

b. Restorasi; dan

c. konservasi.
Pazal 12

(1} Rehabilitasi Elosistern Mangrove sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara penanaman
spesics Mangrove yang sesual terhadap kswasan yang
mengalami degradasi,

{2} Rehabilitas: dimaksudkan untiuak memulihlcan,
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi Ekosistem
Mangrove sehingga daya dulung, produktivites, dan
prranannya schbagar szistem penvanggs kehidupan tetap
terjaga.

(3] Rehabilitasi Ekosistern Mangrove diselenggamalan melabo
kegiatan:

a. penghijauan;

pemeliharaan dan penyulaman;

pengayaan; dan

pengaturan perbaikan pengairan atau hidrologl lkeeluar

masuknya air laut ke lokasi Rehabilitasi.

P 1

(4] Rechabdlitas: .. .
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4} Rehabilitesi sebapgaimana dimaksud pada avat (1) dilatoukean
oleh Pemerintah Daerah melalui persngkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta
masyarakat.

Pasal 13

Restorasi Ekosistem Mangrove scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b dimaksudkan untuk memulibkan
Ekosistern Mangrove atau bagiannva agar dapat berfungsi
kembali sebagaimana semula.

Kepintan Hestorasi sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan
Ekosistem Mangrove;

pemilihan metode Restorast;

penyusunen rencana Hestorasi;

pelaksanaan Hestoras:;

pelibatan masyarakat dalam kegiatan Restorasi;
monitoring dan evaluasi; dan

penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanasn
Restorasi  kerusalkan  Ekosistem  Mangrove hepada
Gubernur.

{1

2

—

mmA RS T

Pasal 14

Restorasi Ekosistern Mangrove dilaksanakan dengan ketentuan:
a, menjaga keseimbanpsn antara kepentingan pemanfastan
dan kepentingan pelestarian lingkungan Mangrove; dan
b. menjsga  keberlanjutan  kehidupan dan  penghidupan

masyarakat setempat.

Pasal 15

KEonservasi Elosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf ¢ dilakuksn dengan cara mempertahanksan
keberadasn setiap faktor linglungan untuk pemanfastan di
masa yang akan datang.

Pasal 16

{1} Kegiatan Rehabilitasi, Restorasi dan koservasi Ekosistem
Mangrove schagaimans dimaksud dalam Pasal 12 sampai
dengan Pasal 15 yang dilakukan di dalam kawasan hutan
dilaksanaksn sesumi  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

{2} Ketentuan lebih lanjut mengensi  perencanaan  dan
pelaksanaan pelestarian Ekosistem Mangrove diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pamagraf 1
Umum

Pasal 17 . ..
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Pasal 17

{1} Pemanfaatan sumber daya Ekosistem = Mangrove
sebagaimans dimalksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurof c
meliputi:

8. kegiatan berusaha; dan
b. kegiatan nonberussha.

{2} Kegiatan pemanfastan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pendayagunaan sumber dava Ekosistem Mangrove.

(3} Pemanfaatan  sumber daya Ekopsisten  Mangrove
dilaksanakan berdasarkan kesesualan kegiatan
pemanfaatan ruang.

(4] Pemanfaatan Ekosistern Mangrove pada kawasan hutan
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan dan konservasi.

Paragraf 2
Keglatan Berusaha

Pasal 18

Pemanfaaten sumber dayas Ekosistern Mangrove schagaimana
dimak=ud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan
lahan untuk usaha:

8. perikanan budi daya atau tambals

b. kepariwisataan; dan

c. perhubungan.

Pasal 19

{1} Pemanfaatan  sumber daya Ekosisterm  Mangrove
scbagaimana dimaksud dalam Paszal 18 dilaltukan pada zona
pemanfaatan sebagaimana yang ditentukan dslam rencana
tata ruang wilavah.

(2} Dalam pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove
untuk tujuan berusaha sehageimans dimaksud pada ayat
(1) terdebih dahulu  dilakokan  upaya identifikas:,
inventarisasl, dan kajian lnghungan sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemanfaptan sumber dava Ekosisterm Mangrove untuk
perikanan budi daya atau tambak sebagaimans dimakaud
dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cars men

sistem tumpangsan tambak bakau atau Stvofisheny pada lokasi
belcas lahan tambak, tambak tidak produktif, dan/atau tambak
kritis.

Pasal 21

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk usaha
kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
dilakukan melalui pemanfaatan jasa lnglungan Mangrove
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dilarang . ..
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g. dilarang mendiriksn bangunan permenen di lokasi
Mangrove kecuali fracking frack;

b. memanfaatkan Ekosistem Mangrove secara tradisional
tanpa merusak Elrosistemn Mangrove yang ada; dan

c. memelihara, menjaga, dan mengamankan hahbitat dan
vepetasi Mangrove yang termasulk dalam areal usahanya.

Paszal 22

(1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk
sarana perhubungan sebagaimana dimsksud dalam Pasal
18 huraf ¢ dilskukan dengan ketentuan pembangunan
sarana perhubungan pada lshan Mangrove dibolehkan
scpanjang peruntukannya untuk kepentingan strategis.

{2) Untuk pemanfaatan sumber daya Ekosisterm Mangrove
untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) wajib dilakikan kajian lingkungan hidup strategis.

Paragraf 3
Krgiatan Non Berusaha

Pasal 23

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1} huruf b meliputt pemanfaatan

untuk kepentingan:

g. pemenuhan  kebutuhan minimum  keluarga sccama
tradisional;

b. penelitian dan pengembangan; dan

c. pendidikan dan pelatihan.

BAB I
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 24

{1} Rencana  strategis Pengelolsan  dan Pengembangan
Elosistern Mangrove disusun den ditetapkan melalui
Keputusan Gubernur vang schurang-lurengnya memuat:

a. visidan misi;

b. tujuan;

c. smasaran; dan

d. perencanaan Penpelolaan dan Pengembangan Ekosistem
Mangrove.

2] Perencanasn schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
memust indikator kinerja  untulk mengukur tinglkat
keberhasilan Pengelplaan dan Penpembangan  Ekpsistem
Mangrove.

{3} Rencana  strategis  Pengelolaan  dan  Pengembangan
Elkosisten Mangrove schagaimana dimaksud pads ayat (1)
dizusun secara konsisten, sinergis, dan terpadu.

(4) Rencana  strategis  Pengelolasn  dan Pengembangan
Ekosistern Mangrove scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Pemerintah Daerash dan pihak terkait
untuk mencapai tujuan Pengelolaan dan Pengembangan
Elknsistern Mangrove.

Pasal 35 . . .
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N HIDUP DAN KEHUTANAN
K INDONESIA

MENTERI LINGKUNG,
REPUBE

MENTERI L HIDUP DAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
TENTANG

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.9/MENHUT-11/2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,

TATA CARA REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DAN INSENTIF
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI L HIDUP DAN REPUBLIK
Menimbang
a4 bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
11/2013  telah Tata Cara
Kegiatan dan
Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
. Mengingat
kegiatan hutan dan

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang
Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil

lahan, berdasarkan hasil evaluasi perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri sebagimana
dimaksud dalam huruf a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.9/Menhut-11/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulsupulau Kecl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Nomor S490);

Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

X

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2012
TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a.  bahwa

lahan

basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan
dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh
karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan
masyarakat;

bahwa untuk

j yang bagian integral
dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan
integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi
dan lembaga;
bahwa
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem
Mangrove;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Lemb: Negara i ia Nomor

3419);
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x

REPUBLIC NDONESIA|

E

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

bahwa sumber daya sir merupakan karunia Tuhan Yang Maha Est
yang memberikan manfast untuk mewujudkan kesejahterssn bagi
seluruh rakyat Indonesia dalam segals bidang:

bahwa dalsm antars

air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin
meningkat, sumber daya air wajib dikelols dengan memperhatikan
fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selars;
bashwa pengelolaan sumber daya air perlu disrahkan untuk
antarsektor, dan antargenerasi;

sumber daya air;

bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

sudahs tidak sesuai dengan funintan perkembangan Readesn, dan
dalam schinggs perdu diganti

dengan undang-undang yang baru;

[ dimaksud puds

huruf a, b, ¢, d, dan e perfu dibentuk undang-undang tentang
sumber daya air;

Mengingst : _.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
DAN PE LAAN L HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

. bahwa lingkungan hidup yang baik dan schat merupakan
dimiliki

Negara Republik Indonesia Tshun 1945, perlu terus dijaga
kualitasnya agar tetap dapal menunjang pembangunan
berkelanjutan;

. bahwa pembangunan di segala bidang di Provinsi Sulawesi
kualitas,

Selatan terhadap
hidup, sehingga
dan hukum

komponen penting dalam pelaksansan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

perlu diberikan landasan yang kuat tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;

. bahwa dmuhud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf e serta
melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) umum‘
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
uulmn.m Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Sulawesi Selatan tentang Perlindungan Dan
angehinn Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto
Undang-Undang Nomor 13 Tshun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi
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Lampiran 9. Kuisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove

Lantebung di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea

Kota Makassar

Identitas Responden

Nama

Umur

Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Jabatan

Alamat

Penjelasan

a.

b.

Kami mengharapkan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i atas pertnyaan
dibawah ini menjadi bahan dalam melengkapi tugas akhir di Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin

Atas Kerjasama yang baik sebelumnya kami ucapkan terimakasih

Pertanyaan

1.

Menururt Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana kondisi hutan mangrove
lantebung saat ini?
Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana perkembangan pembangunan

hutan mangrove lantebung?

. Apa saja kebijakan yang diterapkan terkait pengelolaan hutan mangrove

lantebung

Adakah masalah-masalah yang dihadapi pihak pengelola lantebung dalam
penerapan kebijakan pengelolaan hutan mangrove lantebung?
Masalah-masalah seperti apa yang dihadapi pihak pengelola lantebung
dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan mangrove?

Untuk mengatasi masalah tersebut, Langkah-langkah apa saja yang diambil

oleh pihak pengelola lantebung?
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10.

11.

12.

Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah implementasi kebijakan pengelolaan
hutan mangrove di Lantebung sudah berjalan dengan baik?

Bagaimana cara Bapak/ibu/Saudara/i dalam menyampaikan informasi
tentang adanya kebijakan pengelolaan hutan mangrove supaya
tersampaikan dengan jelas kepada pihak pelaksana, apa dalam bentuk rapat
atau dalam bentuk lain?

Apakah jumlah dari pihak pelaksana sudah memadai untuk melaksanakan
kebijkan ini?

Apakah semua pihak pelaksana kebijakan sudah berkompeten di bidangnya
masing-masing terkait kebijakan pengelolaan hutan mangrove?

Adakah aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan
pengelolaan hutan mangrove?

Dengan aturan yang ada, apakah tidak terlalu rumit untuk dilaksanakan?
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